


PROVINS! ACEH 
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 7 TAHUN 2019 

TENT ANG 

PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG RE'fRIBUSI IZIN GANGGUAN 

Menimbang 

Mengingat 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH BARAT DAYA, 

a. bahwa guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam 
Negeri Nomor 500/3231/SJ tanggal 19 Juli 2017 tentang Tindak l 
Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, \ 
Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dicabut; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu mencabut Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya 
Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Gangguan; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan 
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684); 

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 
Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3987); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten 
Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh 
Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran 
Negara Tahun 2002 Nomor 1 7, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4179); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4286); 



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 46343); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan 
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 50590); 

12. Undang-Undan.g Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pe1nerintaha11 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang l 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang 
Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun {Lembaran Negara 
Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan Lerrtbaran Negara Nomor 
3551); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata 
Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa, (Lembaran Negara Nomor 135 Tahun 2000, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4049}; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
Dan Retribusi Daerah, (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 
2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161}; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis 
Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara 
Nomor 153 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5179); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin 
Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 
2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 481). 



Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA 

Menetapkan 

Dan 

BUPATI ACEH BARAT DAYA 

MEMUTUSKAN 

PENCABUTAN QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 
14 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN. 

PasalI 

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14 Tahun 2013 tentang Retribusi 
Izin Gangguan (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2013 Nomor 
14, Tambahan Lembaran Kabupaten Nomor 81) dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 

Pasal II 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya 

Ditetapkan di Blangpidie 
pada tanggal 3f, ~&"~~2019 M 

tj 1441 H 

Diundangkan di Blangpidie 
padatanggal..3/ \&e~~crr.... 2019 M 

1jt11111£l£ l'fw;r.e 1441 H 

\ 
SEKRETARIS DAERAH f 

KABUPATEJ"l'"i\CEH B~RAT DAYA, 

/ --

~UPATIAC~A, \ 

AKMA~ 

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2019 NOMOR 7 
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINS! ACEH 
NOMOR (7/170/2019) 


	cover dalam
	qanun nomor 7 tahun 2019 20x



